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BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 4% TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

Menimbang

Mengingat

BUPATI GORONTALO,

. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Akuntansi

berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu
dilakukan revisi atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo
tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Gorontalo;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah Tingkat II di  Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4060);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



4.

5.

6.

7.

10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah ('Lembaraix Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah II Gorontalo dari
Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3147);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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11. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006
Nomor 4 Seri E);

Memperhatikan:Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat
Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis
Pemerintahan  Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah
diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati
Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten
Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Gorontalo
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kabupaten Gorontalo diubah, sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan ini.
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Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Limboto

Diundangkan di Limboto
< pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 54

MUH. R " MAT 1. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1 006




